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Secara umum upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada 
seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan 
bayaran itu dibayarkan menurut perjanjian, namun ada pekerjaan yang disebut Marki 
Billiard yaitu wanita yang menyusun bola pada permainan Billiard khususnya berada 
di Hendri Billiard Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung 
Selatan, Billiard dengan sistem koin adalah para pemain yang bermain dalam 1 (satu) 
set permainan menggunakan hitungan perkoin. Jadi, jika para pemain ingin bermain 
Billiard dengan sistem ini para pemain harus membeli koin. Harga perkoinnya adalah 
Rp 2000, jika di permainan Billiard dengan sistem koin tidak dibatasi dengan waktu, 
berbeda halnya dengan permainan Billiard dengan sistem jam yang dibatasi oleh 
waktu. Tergantung dari para pemain mengambil paket perjam. Harga paket perjam 
adalah Rp 25.000. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem 
upah profesi wanita penyusun bola Billiard di Hendri Billiard Desa Jatibaru 
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana tinjauan 
hukum Islam terhadap sistem upah profesi wanita penyusun bola Billiard di Hendri 
Billiard Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 
Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui sistem pengupahan wanita penyusun bola 
Billiard di Hendri Billiard Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 
Lampung Selatan dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah profesi 
wanita penyusun bola Billiard di Hendri Billiard Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung 
Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Manfaatnya adalah diharapkan dapat 
memberikan informasi dan pandangan hukum Islam mengenai praktek upah. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu memaparkan, dan 
menggambarkan tentang sistem upah, adapun teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah menggunakan studi perpustakaan dan wawancara. Berdasarkan 
hasil penelitian di lapangan dan analisis hukum Islam tentang Upah Profesi Wanita 
Penyusun Bola Billiard (Studi di Hendri Billiard Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung 
Bintang Kabupaten Lampung Selatan) dapat ditarik kesimpulan bahwa wanita 
penyusun bola Billiard ini dirugikan apabila para pemain menggunakan sistem 
perkoin maka wanita penyusun bola Billiard ini dirugikan karna sering terjadi koin 
tidak keluar atau macet dalam meja Billiard, akibat koin tersebut macet maka wanita 
penyusun bola Billiard tersebut merasa dirugikan karena dalam hitungan koin yang 
macet akan mengurangi upah yang akan didapatkan wanita penyusun bola Billiard 
tersebut dan menurut pandangan hukum Islam tidak sah karena upah yang diberikan 
kepada wanita penyusun bola Billiard belum sesuai dengan perjanjian akad di awal. 
Seiring berjalannya waktu setelah para wanita penyusun bola Billiard bekerja, mereka 
baru mengatahui jika ada koin yang macet tidak dibayarkan dan merugikan para 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
       Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas 
mengenai “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Profesi 
Wanita Penyusun Bola Billiard (Studi di Hendri Billiard Desa 
Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)” 
dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu adanya uraian 
terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait 
dengan tujuan di buatnya skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut 
diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul. 
Di samping itu langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok 
permasalahan yang akan di bahas untuk itu akan diuraikan pengertian dan 
istilah-istilah judul tersebut yaitu: 
       Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah, 
menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).
1
 
      Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan 
mengenai perbuatan hamba yang terkandung pada sumber Al-Qur’an dan 
As-Sunnah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.
2
  
      Sistem adalah sekelompok bagian-bagian alat dan sebagainya 
yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu.
3
 
                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat 
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1060. 
2
Buvana Shalahin, Kaidah Hukum Islam (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h.11 
2 
 
      Upah menurut bahasa yaitu imbalan atau pengganti. Menurut 
istilah upah yaitu mengambil manfaat tenaga orang lain dengan memberi 
imbalan menurut syarat-syarat tertentu.
4
 
      Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan 
keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya).
5
 
      Wanita adalah kaum perempuan yang lebih dewasa.
6
 








      Billiard adalah permainan yang menggunakan bola (kecil) dari 
gading dan sebagainya dan tongkat panjang sebagai pendorong bola putih 
agar mengenai bola sasaran yang bernomor sehingga masuk ke lubang 




Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa yang 
dimaksud dengan judul di atas yaitu sebuah penelitian yang menganalisis 
secara mendalam tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah 
                                                                                                                                                                       
3
Ibid., h. 903. 
4
Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Pusat Penelitian dan Penerbitan 
IAIN Raden Intan Lampung Jl Letkol H. Endro Suratmin Sukarame:2015), h. 141. 
5
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan” (On-line), tersedia di: 
kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Profesi (2016). 
6
Dessy Anwar dan Amelia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: I, 2002) h. 622. 
7
Ibid., h. 501. 
8
Ibid., h. 88. 
9




Profesi Wanita Penyusun Bola Billiard di Hendri Billiard Desa Jatibaru 
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 
B. Alasan Memilih Judul  
      Adapun alasan-alasan dalam memilih dan menentukan judul 
tersebut adalah : 
1. Alasan Objektif 
      Adanya kejanggalan terhadap sistem upah profesi wanita 
penyusun bola Billiard, yaitu penghasilannya tidak sesuai dengan 
waktu yang telah ditetapkan oleh pemilik Billiard.  
2. Alasan Subjektif 
a. Sejauh yang penulis ketahui, permasalahan ini belum pernah 
dibahas dalam judul skripsi, khususnya di Fakultas Syari’ah. 
b. Buku-buku referensi mengenai objek ini mudah di dapat, di 
samping pembahasan mengenai judul ini menarik untuk di bahas 
dan diteliti. 
C. Latar Belakang Masalah  
      Secara umum agama Islam meliputi dua ajaran pokok, yaitu 
akidah dan syari’ah. Akidah mengatur tentang masalah-masalah apa yang 
harus diyakini manusia meliputi iman kepada Allah, Malaikat-Malaikat-
Nya, Rosul-Rosul-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Hari Kiamat, dan percaya pada 
Qadha dan Qadar. Syari’ah merupakan aturan yang mengatur tentang 
segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, meliputi 
ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan hukum-hukum yang mengatur 
4 
 
hubungan manusia dengan Allah, sedangkan muamalah merupakan 
hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama 
manusia.
10
 Hukum Islam (syari’ah) mempunyai kemampuan untuk 
berevolusi dan berkembang dalam menghadapi persoalan dunia Islam 
masa kini. Prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini, 
dan akan tetap berlaku di masa depan.
11
 
      Menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fiqh 
Syafi’i, berpendapat bahwa ijarah adalah upah mengupah, yaitu mu’jir dan 
musta’jir (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan 
Kamaludin A.Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayid 
Sabiq menjelaskan makna ijarah dengan sewa menyewa. 
      Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang arti menurut bahasanya 
ialah Al-‘iwadh yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. 
Sedangkan menurut istilah, ijarah adalah akad untuk membolehkan 
pemilikan manfaat yang diketahui dan di sengaja dari suatu zat yang di 
sewa dengan imbalan.
12
 Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Qasash 
[28] : 26 :  
                           
    
 
                                                             
10
Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 2. 
11
Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti 
Wakaf, 1995), h. 27. 
12




Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 




      Penggalan ayat di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya upah 
mengupah adalah suatu tanda terima kasih kepada seseorang yang telah 
melakukan pekerjaan, namun ada pekerjaan yang di sebut Marki Billiard 
yaitu wanita yang menyusun bola pada permainan Billiard khususnya 
berada di Hendri Billiard Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang 
Kabupaten Lampung Selatan, seorang wanita penyusun bola Billiard 
cenderung dirugikan dengan ketentuan waktu yang cukup lama dalam 
bekerja dengan upah yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Dalam 
bermain Billiard ada dua sistem yang digunakan yaitu hitungan perjam 
dan perkoin. Wanita penyusun bola Billiard ini dirugikan dengan para 
pemain yang belum mahir apabila para pemain memakai sistem hitungan 
perjam dan apabila para pemain menggunakan sistem perkoin maka wanita 
penyusun bola Billiard ini dirugikan karna sering terjadi koin tidak keluar 
atau macet dalam meja Billiard, akibat koin tersebut macet maka wanita 
penyusun bola Billiard tersebut merasa dirugikan karena dalam hitungan 
koin yang macet akan mengurangi upah yang akan didapatkan wanita 
penyusun bola Billiard tersebut. 
     Permasalahan yang telah dipaparkan di atas memotivasi penulis 
untuk membahas lebih jauh dengan dilakukannya penelitian berupa karya 
                                                             
13
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan…., h. 613. 
6 
 
ilmiah dan menuangkannya dalam judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Sistem Upah Profesi Wanita Penyusun Bola Billiard Studi di Hendri 
Billiard Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung 
Selatan. 
D. Fokus Penelitian 
      Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat 
holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti 
kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel 
penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi 
aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang 
berinteraksi secara sinergis.
14
 Fokus penelitian ini penulis menyoroti aspek 
tentang upah mengupah terhadap pekerjaan wanita penyusun bola Billiard. 
E. Rumusan Masalah 
      Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat menarik 
permasalahan sebagai berikut. 
1. Bagaimana Sistem Upah Profesi Wanita Penyusun Bola Billiard di 
Hendri Billiard Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 
Lampung Selatan? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Profesi 
Wanita Penyusun Bola Billiard di Hendri Billiard Desa Jatibaru 
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan? 
 
                                                             
14
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 




F. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui Sistem Pengupahan Wanita Penyusun Bola Billiard di 
Hendri Billiard Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 
Lampung Selatan. 
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Profesi 
Wanita Penyusun Bola Billiard di Hendri Billiard Desa Jatibaru 
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 
G. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Penulis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 
dan wawasan penulis mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Sistem Upah Profesi Wanita Penyusun Bola Billiard di Hendri Billiard 
Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung 
Selatan. 
2. Bagi Masyarakat  
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pemahaman dan manfaat bagi masyarakat khususnya di Desa Jatibaru 
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan mengenai 
upah wanita penyusun bola Billiard di Hendri Billiard Desa Jatibaru 





H. Metode Penelitian  
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal 
tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara 
ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian 
itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan 
sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-
cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat 
diamati oleh indera manusia. Sistematis berarti proses yang digunakan 




1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
      Penelitian ini temasuk penelitian lapangan atau field reseach 
yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data 
yang ada di lapangan dengan kejadian yang sebenarnya.
16
 
b. Sifat Penelitian 
      Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk 
mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya 
terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan 












2. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer 
      Data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti 
(observasi) terhadap gejala yang ada di lokasi kasus penelitian, 
wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini 
melalui kuesioner atau pertanyaan yang sudah disiapkan.
18
 Data 
primer ini diperoleh penulis dari wanita penyusun bola Billiard  
yang bekerja di Hendri Billiard Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung 
Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 
b. Data Sekunder 
      Data yang diperoleh dari studi perpustakaan antara lain 
mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil 
penelitian berwujud laporan dan lain sebaginya.
19
 
c. Populasi dan Sampel 
1) Populasi 
      Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila 
seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam 
wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 
populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi 
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. Adapun jumlah populasi dalam penelitian 
ini adalah 1 pemilik usaha Billiard, 6 wanita penyusun bola 
Billiard dan 8 pemain Billiard di Hendri Billiard Desa Jatibaru 
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 
Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini diambil populasi 
yaitu: 
a) Pemilik. 
b) Wanita penyusun bola Billiard. 
c) Pemain bola Billiard. 
3. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi 
      Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk 
mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.
21
 Observasi 
dalam penelitian ini adalah dengan mengamati wanita penyusun 
bola Billiar. 
b. Wawancara 
     Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk 
memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan 
tertentu, dan tujuan ini dapat beracam-macam, antara ain untuk 
diagnose dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh 
psikoanalis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita 
seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan 
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 Penulis melakukan wawancara kepada 
wanita penyusun bola Billiard di Hendri Billiard Desa Jatibaru 
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 
sesuatu yang berkaitan dalam masalah variabel, yang berupa 
catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat 
dan buku langger.
23
 Metode ini merupakan upaya penulis dalam 
menganalisis masalah yang diteliti mengenai upah wanita 
penyusun bola Billiard. 
4. Metode Pengolahan Data 
a. Editing 
       Editing adalah membetulkan jawaban yang kurang jelas, 
meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, 
menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta lain-
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Sistemazing adalah menempatkan data menurut kerangka 




       Koding adalah pemberian kode atau tanda tertentu pada 
jawaban-jawaban responden setelah diedit. Pemberian kode 
dilakukan manakala kerja editing telah selesai dilakukan. Tujuan 
pemberian kode-kode tiada lain adalah untuk memudahkan 
pekerjaan analisis data yang akan dilakukan.
26
 
5. Metode Analisis Data 
      Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif.
27
Analisis data adalah sebagai tindak lanjut pengolahan data 
merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan 
pencurahan daya fikir secara optimal.
28
 
      Metode analisis kualitatif ini dilakukan sebagai suatu prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata, tulisan 
atau lisan dan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. 
Baru kemudian, data dan informasi yang diperoleh serta telah melalui 
proses penyaringan dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui 
keterkaitan dengan permasalahan pokok dalam studi ini, kemudian 
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dianalisa secara seksama sehingga dapat ditafsirkan dan ditarik 





1. Pengertian akad 
Akad berasal dari bahasa Arab yang artinya perikatan, perjanjian, 
dan pemufakatan.
1
 Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) 
dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak 
syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan. 
Secara etimologi, akad mempunyai beberapa arti, antara lain:
2
 
a. Mengikat (ar-Aabthu), yaitu: mengumpulkam dua ujung tali dan 
mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung 
dikemudian menjadi sebagai sepotong benda. 
b. Sambungan (Aqdatun), yaitu sambungan yang menjai memegang 
kedua ujung itu dan mengikatnya. 
c. Janji (al-ahdu), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an: 
                      
Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji 
(yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah 




Istilah ahdu dalam Al-Qur’an mengacu pada pertanyaan seorang 
mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang 
lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan 
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pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh 
terhadap janji yang dibuat orang tersebut.
4
 
Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan 
sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen 
tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah 
dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan 
seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.
5
 
Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti suatu yang menjadi 
tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu 
pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari 
dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus 
akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan 
penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan 
penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan 
berpengaruh dalam sesuatu.
6
 Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia 
disebut akad dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd 
yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). 
Beberapa tafsiran dari kitab suci al-qur’an menyatakan bahwa kata 
‘aqud tersebut dalam versi arti kesepakatan ataupun akad lain-lainnya 
menyebutkan kata tersebut berarti kewajiban-kewajiban dari Tuhan 
terhadap manusia.  
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Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijab dan 
qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk 
melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.
7
 Sedangkan menurut 
Mustafa Za-Zarqa’, dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan 
ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak 
yang sma-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau 
keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi 
dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing 
diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut ijab dan 




2. Rukun dan syarat akad 
a. Rukun akad 
Setelah diketahui bahwa akad merupaka suatu perbuatan yang 
sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan 
masing-masing pihak maka timbul bagi kedua belah pihak yang 
diwujudkan oleh akad, rukun-rukun tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1) Aqid ialah orang yang berakal, terkadang masing-masing pihak 
terdiri dari satu orang terkadang dari beberapa orang, seorang 
yang berakad terkadang orang yang memiliki hak. Ulama fiqh 
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memberikan persyaratan atau kriteria yang harus terpenuhi oleh 
aqid,
9
 antara lain: 
a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan 
untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan 
memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan 
berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu 
memahami ucapan-ucapan orang normal. Sedangkan 
mumayyiz di sini artinya mampu membedakan yang baik 
dan yang buruk, antara yang berbahaya dan yang tidak 
berbahaya, dan antara yang menguntungkan dan 
merugikan. 
b) Wilayah, wilayah dapat diartikan sebagai hak dan 
kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar’i 
untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. 
Artinya, orang tersebut memang pemilik asli, wali atau 
wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak 
atau otoritas untuk mentraksaksikannya. Dan yang penting, 
orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan 
sehingga mampu mengekpresikan pilihannya secara bebas. 
c) Mau’quh ‘alaih ialah benda-benda yang diakadkan. 
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d) Maudhu’ al’aqd ialah tujuan atau maksud pokok 
mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan 
pokok akad. 
e) Sighat al’aqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan 
penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad 
sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, 
sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang 
berkada pula, yang diucapkan setelah ijab. 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sighat al-aqd
10
 ialah: 
a) sighat al-aqd harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam 
ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak 
pengertian. 
b) harus sesuai antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang 
berijab dan yang menerima berbeda lafadz. 
c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak 
yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak diancam atau 
ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus 
saling ridha. 
b. Syarat Akad 
Setiap pembentuk akad syarat yang ditentukan syara’ yang 
wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus terepenuhi 
dalam setiap transaksi akad yaitu:
11
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1) Kedua orang akad yang melakukan akad  harus cakap bertindak 
(ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah 
pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya. 
2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya. 
3) Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang 
mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang 
memiliki barang. 
4) Akad tidak dilarang oleh syara’. 
5) Akad dapat memberikan faedah. 
6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. 
Ijab qabul bersambung, jika berpisah sebelum adanya qabul 
maka batal. 
3. Macam-Macam Akad 
Para ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari berbagai 
segi keabsahannya. Menurut syara’ dapat dibagi menjadi:
12
 
a. Akad shahih yaitu akad yang memenuhi rukun syarat . Hukum dari 
rukun dan syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang 
ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang 
berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad shahih 
ini menjadi dua macam, yaitu: 
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1) Akad nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang 
dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada 
penghalang untuk melaksanakannya. 
2) Akad mauquf yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang 
cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk 
melangsungkan dan melaksanakan akad itu. 




1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang 
berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan 
akad tersebut tanpa izin pihak lain. 
2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang 
melakukan akad, seperti dalam akad wakalah, ariyah, wadiah. 
b. Akad yang tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada 
rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak 
berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. 
Ulama Hanafiyah membagi dua macam yaitu akad yang fasad dan 
akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi 
salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara’. Sedangkan 
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4. Berakhirnya Akad 
Akad akan berakhir apabila:
15
 
a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki 
tenggang waktu. 
b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak 
mengikat. 
c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap 
berakhir jika: 
1) Jual beli itu fasad, seperti ada unsur-unsur tipuan salah satu 
rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. 
2) Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib atau khiyar rukyah. 
3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. 
4) Tercapainya tujuan akad tersebut secara sempurna. 
d. Salah satu pihak akad meninggal dunia. Dalam hal ini para ulama 
fiqh menyatakan bahwa tidak semua kadang otomatis berakhir 
dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad 
yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang 
melaksanakan akad, di antaranya adalah akad sewa menyewa. 
B. Upah 
1. Pengertian upah 
Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-
iwad’ yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.
16
 Oleh 
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karena itu al-ijarah mempunyai pengertian secara umum meliputi upah 
atas pemanfaatan sesuatu benda atas imbalan sesuatu kegiatan, atau 
upah melakukan sesuatu kegiatan.
17
 Sedangkan menurut syara’ ijarah 
adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 
penggantian.
18
 Upah juga sering disebut dengan ijarah ‘ala al-a’mal, 
ialah sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu 
pekerjaan.
19
 Sayid Sabiq mengemukakan bahwa al-ijarah berasal dari 
kata al-ajru  yang berarti al-iwadh (sewa menyewa atau imbalan, 
ganjaran atau pahala). Jadi ijarah menurut bahasa dan secara syara’ 
memiliki makna jual-beli manfaat.
20
 
Menurut Taqi Al-Din Al-Nabhani, ijarah adalah kepemilikan harta 
dari seorang yang dikontrak tenaganya (ajir) oleh orang yang 
mengontrak tenaganya (musta’jir), serta pemilikan harta dari musta’jir 
oleh ajir, di mana ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tetapi 
dengan disertai kompensasi (imbalan).
21
 Sedangkan menurut 
pernyataan profesor Benham ujrah adalah uang yang dibayar oleh 
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Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan 
imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk 
mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu dibayarkan 
menurut perjanjian.
23
 Mengenai masalah pengupahan, Islam 
menetapkan suatu pembahasan dalam kitab fiqh, yang terdapat dalam 
al-ijarah. Ijarah merupakan suatu jenis akad antara dua pihak yang 
berkaitan dengan manfaat atau jasa dalam tempo yang telah disepakati 
berdasarkan ketentuan syari’at. Dalam konsep ijarah pemilik yang 
menyewakan suatu manfaat kepada orang lain disebut dengan mu’jir. 
Sedangkan pihak lain yang menyewa manfaat disebut mus’tajir, dan 
suatu yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut dengan ma’jur, 
serta jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat ajran atau ujrah. 
Ketika akad ijarah telah terjadi secara sah, maka musta’jir sudah 
berhak atas manfaat, dan orang yang menyewakan sudah berhak atas 
upah sebagai pengganti manfaat yang disewakan karena ijarah 
termasuk jenis transaksi tukar menukar. 
Adapun secara terminologi, beberapa ulama fiqh berbeda pendapat 
dalam mengartikan ijarah di antaranya, menurut ulama Hanafiyah 
ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Menurut 
Malikiyah, ijarah adalah kepemilikan manfaat suatu yang dibolehkan 
dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Menurut Syafi’iyah, 
ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat 
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yang dituju mengandung maksud tertentu bersifat mubah, dan boleh 
dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan (upah tertentu). Menurut 
Hambali, ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan 
afal ijarah dan semacamnya. Menurut Hasby Ash-Siddiqye bahwa 
ijarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa 




Menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah upah 
atau biaya sewa belum berstatus positif dan menjadi wajib hanya oleh 
sebab akad itu sendiri, akan tetapi upah atau biaya sewa menjadi 
positif dan wajib ketika pihak yang bersangkutan telah mendapat 
kemanfaatan yang dimaksud dengan secara nyata atau dengan 
menjadikannya bisa mendapatkan kemanfaatan tersebut. karena pada 




Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah 
mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam 
Islam. Hukum asalnya boleh atau mubah, bila dilakukan sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum ijarah berdasarkan 
kepada Ayat-Ayat Al-Qur’an dan dan Hadist Nabi.
26
 Pada dasarnya 
ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak yang 
                                                             
24
M. Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam (Jakarta: Raja Grafinndo Persada, 
2003), h. 227. 
25
Wahbah Zuhaily, Fikih Islam 7 wa Adilatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 86. 
26
Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2010), h. 216. 
25 
 
melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta 
merupakan bentuk kegiatan sosial yang saling menolong antara sesama 
sesuai dengan ajaran agama.
27
 Dalam pandangan syariat Islam upah 
adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang 
mempekerjakannya untuk membayarnya. Upah adalah hak dari 
seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya 
dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.
28
 Dan 
tujuannya disyariatkan ijarah adalah untuk memberikan keringan 
kepada umat dalam pergaulan hidup.  
Seorang mempunyai uang namun tidak dapat bekerja, dan pihak 
lain ada yang mempunyai tenaga dan mebutuhkan uang. Dengan 
adanya ijarah keduanya saling mendapat keuntungan.
29
 
2. Dasar Hukum 
Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam ijarah al-
‘amal. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan dengan 
gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta.
30
 Dalam 
akad ijarah, hampir semua fuqaha sepakat bahwa ijarah dibolehkan 
berdasarkan Al-Quran, Hadist (sunnah), dan Ijma’. Adapun beberapa 
ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Bin Ulayyah, Hasan Al-
Basri, Al-Kasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak 
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membolehkan ijarah, sebab ijarah adalah jual beli kemanfaatan yang 
tidak dapat dipegang (tidak ada). Suatu yang tidak ada tidak dapat 
dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu 
dapat dinikmati sendikit demi sedikit. Sedangakn suatu yang tidak ada 
pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.
31
 
Ulama memperbolehkan ijarah berdasarkan legitimasi dari Al-
Qur’an, Al-Sunnah, dan Ijma’. 
a. Al-Qur’an 
1) Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah [2] : 233 
                     
                          
    
Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 
lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 
kamu kerjakan.”( QS. Al-Baqarah [2] : 233)
32
 
      Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah 
kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka 
kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. 
Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan 
kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini 
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boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang 
sepantasanya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak 
sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja 
hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai 




2) Firman Allah Swt. QS. Az-Zukhruf [43] : 32 
                 
                       
                         
       Artinya; “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat 
Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka 
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah 
meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain 
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan 
sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa 




3) Firman Allah Swt. QS. Al-Qasash [28] : 26 
                      
        
Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), 
karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu 
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ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi 
dapat dipercaya".( QS. Al-Qasash [28] : 26)
35
 
      Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah 
kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka 
kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. 
Jika kalian menghendaki bayi-bayi kalian diserahkan kepada 
wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh 
dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang 
sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak 
sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja 
hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai 




4) Firman Allah Swt QS. An-Nahl [16] : 97 
                    
                     
    
       Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, 
baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, 
maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 
yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada 
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mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 
mereka kerjakan.”(QS. An-Nahl [16] : 97)
37
 
 Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi 
mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan 
akhirat. Maka seseorang yang bekerja di suatu badan usaha 
(perusahaan dapat dikategorikan sebaga amal saleh, dengan 
syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau 
mengusahakan barang-barang yang haram). Dengan demikian, 
maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan 





       Selain ayat Al-Qur’an di atas, ada beberapa hadist yang 
menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah Saw. sebagai berikut: 
َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر قَاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّ اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم: َأْعطُوا 
َر َأْجَرُه قَ ْبَل َأنْ  39َيِجفَّ َعُرقُُو )راوه ابن ماجو( اأَلِجي ْ  
       Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata 
Rasulullah Saw: berikan kepada seorang pekerja upahnya 
sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah, shahih)
40
 
Hadist riwayat Ibnu Sa’id Al-Khudri, Nabi Saw. bersabda: 
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َوَعْن اَِبى َسِعْيِد اُخْذِرىِّ َرِضَى اهللُ َعْنُو َانَّ اانِّبىِّ َصلَّ اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: 
ًراَفْاُيَسمِّ َلُو ُاْجَر تَُو )رَاَوُه َعْبُدالرَّ زَاقَ  41(َمِن اْسَتاَجَرَاِجي ْ  
Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra. bahwasannya Nabi 
Saw. bersabda: “barang siapa mempekerjakan pekerja maka 
tentukanlah upahnya.” (HR. Abdurrazaq)
42
 
َعْن اََنٍس َرِضَى اهللُ َعْنُو َاْجَرا ُحْجاِم فَ َقَل: ِاْجَتَجَم َرُسْوُل اهلِل َصلَّ 
َمُو اَبُ ْوطَْيَبَة َوَاْعطَاُه َصا َعْينِ  ِمنء طََعا ٍم )رَاَوُه الُبَخا  اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم،َحجَّ
) 43ِرىِّ  
Artinya; “Dari Annas ra. sesungguhnya ketika ditanya 
mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan:” 
Rasulullah Saw. dibekam oleh Abu Thaibah dan beliau 




    Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah 
diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu 
yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi 
baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah 
kesepakatan ijma’ ini. Sebagai mana diungkapkan Sayyid Sabiq:” 
dan atas disyari’atkannya sewa menyewa umat Islam telah 
sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda 
dengan kesepakatan ijma’ para ulama ini, karena  al-ijarah 
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merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, 
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan atas barang itu sendiri.
45
 
Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga 
mengatkan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan 
oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”.
46
 Al-
ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa 




3. Rukun dan Syarat 
Pada dasarnnya akad ijarah harus memenuhi rukun dan syarat. 
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud 
karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun 
merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi. 
Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun 
tersebut. Rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi sehingg transaksi 
tersebut dapat dikatakan sah menurut syara’. Adapun rukun dan syarat 
upah (ijarah) menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul dari kedua 
belah pihak yang bertransaksi.
48
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Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 295 rukun ijarah 
di antaranya, terdapat mu’jir (pihak yang menyewa), mu’ajir (pihak 
yang menyewakan), ma’jur (benda yang disewakan), dan akad.
49
 
Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun ijarah terdiri dari  4 
(empat) macam, di antaranya: 
a. Aqidain (orang yang berakal) 
Ada dua orang yang melakukan akad upah mengupah, yaitu 
mu’jir dan musta’jir. Mu’jir adalah orang yang menerima upah 
atau orang yang menyewakan, sedangkan musta’jir adalah orang 
yang membayar upah, untuk melakukan sesuatu dan yang 
menyewa sesuatu. Aqid disyaratkan harus orang yang baligh, 




b. Sighat (ijab dan qabul) 
     Akad yang dilakukan antara mu’jir dan musta’jir. Sighat dalam 
transaksi ijarah adalah sesuatu yang digunakan untuk 
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c. Ujrah (uang sewa atau upah) 
      Ujrah atau upah disyaratkan kepada kedua belah pihak untuk 




d. Ma’qud alaih (manfaat) 
Manfaat yang dimaksud adalah kegunaan yang akan diperoleh 




Masing-masing rukun yang membentuk suatu akad 
memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat berfungsi 
membentuk terjadinya akad.
54
 Dalam ijarah terdapat 4 (empat) 
jenis persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: 
1) Syarat in’iqad (syarat terjadinya akad) 
Syarat bagi kedua belah pihak  yang melakukan akad 
adalah orang yang telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi’i 
dan Hambali)
55
 sehingga apabila orang tersebut tidak berakal, 
layaknya anak kecil atau orang gila, apabila menyewakan harta 
atau dirinya maka ijarahnya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab 
Hanafi dan Maliki yang mengatakan orang yang melakukan 
akad tidak harus mencapai usia baligh. Anak yang sudah 
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mumayyiz (minimal 7 tahun) diperbolehkan melakukan akad 
ijarah dengan syarat harus diketahui oleh walinya.
56
 
2) Syarat nafadz (syarat berlangsungnya akad) 
Syarat berlangsungkan (nafadz) akad ijarah adalah 
terpenuhinya hak milik. Apabila aqid tidak memiliki hak 
kepemilikan seperti akad yang dilakukan oleh fudhuli (orang 
yang membelanjakan harta orang lain tanpa seizinnya), maka 
akad tersebut tidak bisa dilaksanakn. Menurut Hanafiah dan 
Malikiyah, jika terjadi hal seperti ini maka status akadnya 
bersifat mauquf (ditangguhkan) hingga memperoleh 
persetujuan dari pemilik barang. Hal ini berbeda pendapat 
dengan Syafi’iyah dan Hanabilah yang menganggap bahwa 
hukumnya batal, layaknya jual beli.
57
 
3) Syarat sahnya ijarah 
Ada beberapa syarat sahnya ijarah yang harus dipenuhi 
yang berkaitan dengan pelaku (aqid), objek (ma’qud alaih), 
sewa atau upah (ujrah), serat akadnya itu sendiri. Syarat-syarat 
tersebut di antaranya: 
(a) Persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad. Apabila 
salah satu dari pihak yang bertransaksi dalam keadaan 
terpaksa atau dipaksa maka trnsaksi dianggap tidak sah dan 
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 Kedua belah pihak yang berakad harus saling 
meridhai atau rela dalam melakukan akad tersebut. 
(b) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui 
secara jelas, agar tidak menimbulkan pertentangan di antara 
aqid. Untuk mengantisipasi  adanya perselisihan bisa 
dilakukan dengan melihat barang secara langsung dan 
menyebutkan kriteria dan sifat secara detail dari objek akad. 
Selain itu, waktu penyewaan juga harus ditentukan dengan 
jelas. Jika manfaat yang akan diambil berupa jasa atau 




(c) Objek ijarah (ma’qud alaih) harus dapat dipenuhi, baik 
hakiki maupun syar’i. oleh karena itu, dianggap tidak sah 




(d) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang 
diperbolehkan oleh agama. Apabila kemanfaatannya tidak 
diperbolehkan oleh ketentuan agama maka dianggap tidak 
sah dan harus ditinggalkan.
61
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(e) Manfaat ma’qud ‘alaih harus sesuai dengan tujuan 
dilakukannya akad ijarah, yang biasa berlaku umum. 
Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan 
dilakukannya akad, maka ijarah tidak sah.
62
 
(f) Imbalan atau upah berupa harta yang bernilai. Untuk 
mengetahui apakah termasuk harta yang bernilai atau tidak 
yaitu dengan cara melihat atau menyifatinya. Karena 
imbalan atau upah adalah harga untuk manfaat yang telah 




Adapun syarat yang berkaitan dengan upah di antaranya:
64
 
(a) Upah harus berupa mal mutaqawwin yang diketahui. Syarat ini 
diperlukan dalam ijarah, karena ujrah (upah) merupakan harga 
atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. 
(b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan manfaat mauqud 
‘alaih. Apabila upah atau sewa yang diberikan sama dengan 
jenis manfaat barang yang disewa maka ijarah tidak sah. 
4) Syarat luzum (syarat mengikatnya akad ijarah) 
Agar akad itu mengikat, maka disyaratkan dua hal, yakni 
benda-benda yang disewakan harus terhindar dari aib (cacat) 
yang dapat menyebabkan terhalangnya suatu manfaat. Jika 
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ditemukan suatu aib yang demikian sifatnya, maka musta’jir  
memiliki hak khiyar (memilih untuk meneruskan dengan 
pengurangan uang sewa) atau menfasakhnya 
(membatalkannya).
65
 Hak fasakh diberikan kepada penyewa 




Syarat luzum selanjutnya yaitu tidak terdapat uzur (alasan) 
yang dapat membatalkan akad ijarah. Misalnya, apabila 
terdapat uzur di antara salah satu pihak yang melakukan akad 
baik mu’jir atau musta’jir, atau terdapat uzur di dalam ma’qud 
alaih. Maka menurut Hanafiah pelaku berhak untuk 
membatalkan akad. Sementara jumhur ulama berbeda pendapat 
selama tidak hilang objek akadnya (kemanfaatannya).
67
 
Uzur yang menyebabkan fasakh ada tiga macam, yaitu 
sebagai berikut: 
(1) Uzur dari pihak penyewa, misalnya dalam mempekerjakan 
pekerja sering  berubah dan tidak sesuai dengan profesi 
sehingga tidak menghasilkan sesuatu dan akhirnya 
pekerjaan menjadi sia-sia. 
(2) Uzur dari pihak yang menyewakan, misalnya yang 
menyewakan memiliki utang banyak dan tidak ada jalan 
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(3) Uzur yang berkaitan dengan barang yang disewakan 
sesuatu yang disewa. 
4. Macam-Macam Upah 
Di dalam fiqh muamalah upah dapat diklasifikasikan sebagai 
berikut: 
a. Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam shalat, 
puasa, haji dan membaca Al-Qur’an. Namun hal ini diperselisihkan 
kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandang 
terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Pendapat Imam Hanafi bahwa 
menyewa seseorang untuk melakukan perbuatan shalat, puasa, haji 
dan membaca Al-Qur’an yang pahalanya dijadikan kepada orang 
tertentu, seperti arwah ibu atau bapak yang menyewa maka haram 
hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.
69
 
b. Upah dalam sewa tanah, dibolehkan menyewa tanah, dan 
disyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu 
berbentuk tanaman atau tumbuhan. Jika yang dimaksudkan adalah 
untuk pertanian, maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam di 
tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengijinkan 
ditanami apa saja yang ia kehendaki, apabila syarat-syarat ini tidak 
dipenuhi, maka ijarah dinyatakan fasid (tidak sah). Karena 
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kegunaan tanah itu bermacam-macam, sesuai dengan tanaman 




c. Upah menyusui anak, ada beberapa ulama yang pendapatnya 
berbeda-beda dalam upah menyusui anak di antaranya adalah  As-
Shahiban (murid Abu Hanifah) dan Ulama Syafi’iyah. Berdasarkan 
qiyas tidak boleh menyewa seorang perempuan untuk menyusui 
ditambah makanan dan pakaian karena ketidak jelasan upahnya. 
5. Sistem Pengupahan Dalam Islam 
Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran 
upahnya pada waktu berkahir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, 
jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai 
pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Abi 
Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan 
manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’iyah dan Ahmad, 
sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mua’jir 
menyerahkan zat benda yang disewakan kapada musta’jir, ia berhak 
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Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:
72
 
a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar 
upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan 
b. Mendapat manfaat. Jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada 
kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum 
ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal. 
c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun 
tidak terpenuhi secara keseluruhan. 
d. Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan kedua belah 
pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran. 
Hak menerima upah bagi musta’jir adalah sebagai berikut: 
1) Ketika pekerjaan telah selesai. 
2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, 
kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang 
disewakan mengalir selama penyewaan berlangsung. 
Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan 
menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang 
sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika 
dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau 
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menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka 
wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut.
73
 
6. Batalnya Akad 
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, 
apabila barang yang di tangannya rusak. Menurut ulama Syafi’iyah, 
jika ajir bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap 
memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada di tangannya, ia 
tidak mendapat upah. 
Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat di atas 
hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut:
74
 
a. Jika benda di tangan ajir  
1) Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapatkan upah sesuai 
bekas pekerjaan tersebut. 
2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapat upah 
atas pekerjaannya sampai akhir. 
b. Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah 
setelah selesai bekerja. 
7. Berakhirnya Akad Upah 
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a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang 
dijahit hilang. 
b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah  berakhir. 
Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan 
pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa 
seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. 
c. Menuruti Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seoarng yang berakad, 
karena akad al-ijarah menurut mereka, tidak boleh diwariskan. 
Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal 
dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, 
menurut mereka, boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual 
beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad. 
d. Menurut Sayyid Sabiq76, berakhirnya sewa menyewa dengan 
sebab-sebab sebagai berikut: 
1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan 
penyewa atau terlihat aib lama padanya. 
2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang 
yang menjadi ‘ain. 
3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alaih), seperti baju 
yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin 
terpenuhi sesudah rusaknya barang. 
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4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya 
pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur 
yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah 
pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia 
tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, 
sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah 
terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa yaitu dengan 
mencabut tanaman sebelum waktunya. 
C. Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian 
Istilah perjanjian atau kontrak bersal dari bahasa Inggris yaitu 
contracs, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan 
overeenkomst (perjanjian). Menurut Kadir, suatu perjanjian adalah 
samata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. 
Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia 
usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual 
beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, 




Secara etimologi perjanjian atau perikatan adalah ikatan. Sedangkan 
menurut terminologi perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan 
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Dalam Islam, perjanjian (aqad) secara harfiah berarti ikatan atau 
peraturan yang dipergunakan dalam arti janji dan juga segala yang 
menunjukkan ikatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
baik sesuai dengan hukum maupun tidak.
79
 Perjanjian dipergunakan 
untuk mewujudkan hubungan yang sah antara pihak, perjanjian juga 
diartikan sebagai kesepakatan dua belah pihak yang mengaharuskan 
masing-masing yang bersepakat untuk melaksanakan sesuatu 
ketetapan yang telah disepakati.
80
 
Kata akad dalam kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti 
ikatan atau simpulam baik ikatan yang nampak (hissyy) maupun tidak 
nampak (ma’nawy).
81
 Kamus Al-Mawrid menerjemahkan al-‘aqd 
sebagai contract and agreement atau kontrak dan perjanjian. Istilah 
yang sesuai dengan kata aqd yaitu ‘ahdu dalam Al-Qur’an mengacu 
kepeda pernyataan seseorang tidak ada sangkut pautnya dengan orang 
lain, baik setuju ataupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji 
yang dibuat oleh orang tersebut. 
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2. Dasar Hukum Perjanjian 
a. Surat Al-Maidah [5] : 1 
               
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 




b. Surat Al-Imraan [3] : 76 
                      
Artinya; “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati 
janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya 





c. Dalam kaidah fiqh dikemukakan yaitu: 
“Hukum asal dalam segala hal adalah boleh sehingga ada 
dalil yang membatalkannya atau mengharamkannya.” 
Menurut Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya Firma Allah 
“penuhilah akad-akad itu”, berarti janji-janji ialah perkara yang 
dihalalkan Allah Swt.  diharamkan Allah Swt. difardhukan dan 
ditetapkan Allah Swt. di dalam Al-Qur’an, maka janganlah 
kamu menyiasati dan melanggarnya.
84
 
Menyempurnakan perniagaan dapat dilakukan dengan adanya 
unsur keterbukaan, kejelasan, dan keadilan, serta kerelaan dari 
kedua belah pihak yang melakukan sebuah perniagaan maupun 
transaksi. Keberadaan perjanjian menjadi sebuah kewajiban untuk 
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menegaskan sebuah transaksi yang sah. Unsur kerelaan menjadi 
penting diperhatikan, sebab manakala terdapat unsur keterpaksan 
dalam sebuah perjanjian akan mencederai transaksi tersebut. 
3. Rukun dan Syarat Perjanjian 
a. Rukun 
Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang 
membentuk perjanjian itu ada 4 (empat), yaitu:
85
 
1) Al-aqidan adalah para pihak yang membuat perjanjian yaitu 
dua orang atau lebih. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus 
memiliki kelayakan untuk melakukan perjanjian sehingga 
perjanjian tersebut dianggap sah. Kelayakan yaitu: pertama, 
bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kedua, bebas 
memilih. Tidak sah perjanjian yang dilakukan orang di bawah 
paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Ketiga, perjanjian itu dapat 
dianggap berlaku bila tidak memiliki pengadaian yang disebut 
khiyar (hak pilih). 
2) Ma’qud ‘alaih ialah benda-benda yang diadakan, seperti 
benda-benda yang dijual dalam perjanjian jual beli, dalam 
perjanjian hibah (pemberian), dalam perjanjian gadai, hutang 
yang dijamin seseorang dalam perjanjian kafalah. 




                                                             
85
Mardani, Hukum Perikatan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),h. 54. 
47 
 
4) Shigat al-aqd ialah ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan 
penjelasan yang keluar dari salah seorang yang melakukan 
perjanjian sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan 
perjanjian, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari 
pihak yang melakukan perjanjian pula, yang diucapkan setelah 
adanya ijab. 
Menurut Ahmad Azhar Basyir, ada beberapa hal seseorang 
terhalang untuk melakukan perbuatan hukum (melakukan 
kontrak syariah)
87
, di antaranya yaitu: 
a) Gila, bila seseorang dalam keadaan gila atau tidak waras 
maka akad tersebut tidak sah. 
b) Rusak akal, dalam suatu pelaksanaan akad seseorang harus  
dalam keadaan yang waras, pengertian rusak akal bisa 
disamakan dengan pengertian gila. 
c) Mabuk, seseorang yang sedang mabuk tidak boleh 
melakukan perbuatan hukum atau melakukan kontrak 
dikarenakan orang tersebut dalam keadaan pengaruh 
alkohol yang memabukan. 
d) Tidur, dalam melakukan perikatan seseorang harus sadar 
ataupun sehat sepenuhnya, bila orang itu dalam keadaan 
tidur, maka batal akad kontraknya tersebut. 
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Adapun mengenai rukun akad, ulama fiqh memiliki 
perbedaan pendapat dalam menentukannya. Menurut Hendi 
Suhendi,
88
 rukun akad yaitu sebagai berikut: 
a) Aqid adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing 
pihak terdiri satu orang, terkadang terdiri dari beberapa 
orang. 
b) Ma’qud ‘alaih ialah benda-benda yang diakadkan . 
c) Maudhu’ al-‘aqd 
b. Syarat sah perjanjian 
Menurut pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian itu harus 
sah terpenuhi 4 (empat) syarat, yaitu: 
1) Adanya kata sepakat. 
2) Kecakapan untuk membuat perjanjian. 
3) Adanya suatu hal tertentu. 
4) Adanya sebab (causa) yang halal. 
Syarat yang pertama dan kedua adalah syarat yang harus 
dipenuhi oleh subjek suatu perjanjian, oleh karena itu disebut 
sebagai syarat subjektif. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat 
yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian, oleh karena itu disebut 
dengan syarat objektif. Adapun penjelasan dari masing-masing 
sebagai berikut: 
1) Kata sepakat 
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Kata sepakat berarti persesuaian kehendak, maksudnya 
memberikan persetujuan atas kesepakatan. Jadi sepakat 
merupakan pertemuan dua kehendak di mana kehendak pihak 
yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak 
lain dan kehendak tersebut saling bertemu. 
Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat 
adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang 
dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak 
lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang 
sama secara timbal balik.
89
 
2) Kecakapan bertindak untuk membuat perjanjian 
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan 
untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah 
perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan hukum.
90
 Orang-
orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang 
yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan 
perbuatan hukum, sebagai mana ditentukan undang-undang. 
Orang yang cakap/mempunyai wewenang untuk melakukan 
perbuatan hukum menurut ketentuan KUHPerdata adalah telah 
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3) Adanya objek atau hal tertentu 
Bahwa yang menjadi objek dari perjanjian adalah prestasi  
(pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi 
kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi 
bisa berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan 
sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.
92
 
4. Asas-Asas Perjanjian  
a. Kebebasan (Al-Hurriyah) 
      Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan 
merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian.
93
 Pihak-pihak 
yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan untuk membuat 
perjanjian, baik dari segi materi atau isi yang diperjanjikan, 
menentukan pelaksanaan dan persyaratan lainnya, melakukan 
perjanjian dengan siapapun, maupun bentuk perjanjian termasuk 
menetapkan cara penyelsaian bila terjadi sengketa. Kebebasan 
membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan 
dengan ketentuan syari’ah Islam.
94
 
b. Persamaan atau kesetaraan (al-musawah) 
      Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang 
melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara 
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satu dan yang lainnya karena setiap manusia memiliki kesempatan 
yang sama untuk melakukan suatu perjanjian. Pada saat 
menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada 
asas persamaan atau kesetaraan, tidak boleh suatu kelaziman yang 
dilakukan dalam perjanjian ini. 
c. Keadilan (al-‘adalah) 
      Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur’an 
menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. 
Pelaksanaan asas ini dalam perjanjian, di mana para pihak yang 
melakukan perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam 
pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang 
telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajiban. Menurut Dr. 
Yusuf Al-Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai 
potensi individu, baik moral maupun materil, antara individu dan 
masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang 
berlandaskan pada syari’ah Islam.
95
 Islam mengatur hal-hal yang 
bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh 
manusia yang disebut juga kedzaliman. Beberapa hal yang 
termasuk kedzaliman, antara lain adalah riba, timbangan yang tidak 
adil, penagguhan, pembayaran, hutang bagi yang mampu, dan lain-
lain. 
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d. Kerelaan atau konsesnsualisme (al-ridhaiyyah) 
      Dasar asas ini adalah kalimat antara dhin minkum (saling rela di 
antara kalian). Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang 
dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. 
Bentuk kerelaan dari para pihak tersebut telah wujud pada saat 
terjadinya kata sepakat tanpa perlu dipenuhinya formalitas-
formalitas tertentu. Kerelaan antara pihak-pihak yang melakukan 
perjanjian dianggap sebagai syarat bagi terwujudnya semua 
transaksi. 
e. Kejujuran dan kebenaran (ash-shidq) 
       Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. 
Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam 
bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada 
pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, 
menipu, dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas-asas ini tidak 
dijalankan, maka akan merusak pada legalitas perjanjian yang 
dibuat. 
f. Kemanfaatan (al-manfaat) 
      Asas manfaat maksudnya adalah bahwa perjanjian yang 
dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan 
kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian 
(mudharat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah). Islam 
mengharamkan perjanjian yang berkaitan dengan hal-hal yang 
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bersifat mudharat atau mufsadat, seperti yang tidak bermanfaat 
apalagi yang membahayakan. 
g. Tertulis (al-kitabah) 
      Asas ini mengisyaratkan agar perjanjian yang dilakukan benar-
benar dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan 
perjanjian, sehingga perjanjian itu harus dibuat secara tertulis 
(kitabah). Asas kitabah ini terutama dianjurkan untuk transaksi 
dalam bentuk tidak tunai (kredit). Di samping itu juga diperlukan 
adanya saksi-saksi syahadah, rahn, dan prinsip tanggung jawab 
individu. 
5. Berakhirnya Perjanjian 
       Suatu perjanjian dipandang berakhir apabila telah tercapai 
tujuanya. Dalam perjanjian gadai, perjanjian dipandang telah berakhir 
apabila hutang telah dibayar.
96
 Selain telah tercapai tujuannya, 
perjanjian dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau 
telah berakhirnya waktu.
97




a. Difasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak 
dibenarkan syara’, seperti yang disebutkan dalam perjanjian rusak. 
b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau 
majelis. 
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c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan 
karena menyesal atas perjanjian yang baru saja dilakukan. Fasakh 
dengan cara ini disebut iqalah. 
d. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya perjanjian tidak 
dipenuhi oleh pihak bersangkutan. 
e. Karena habis waktunya, lazimnya suatu perjanjian selalu 
didasarkan kepada jangka waktu tertentu, apabila telah sampai 
kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung 
tanpa ada perbuatan hukum lain) batalah perjanjian yang telah 
diadakan oleh para pihak.
99
 
D. Tinjauan Pustaka 
1. Dian Intan Khunnisa (2019) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 
Tentang Akad Upah Dalam Jasa Salon Pada Salon Mawar Antasari, 
Kedamaian, Bandar Lampung”. Penelitian ini merupakan penelitian 
mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 
dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi muamalah. 
Penelitian ini menarik pada beberapa permasalahan, permasalahan 
dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam 
terhadap upah pekerja pada salon tersebut.  Penetapan upah jasa yang 
didasarkan pada perhitungan kedua belah pihak dengan tidak 
mendasarkan kebutuhan hidup dan pembayarannya dilakukan setelah 
pekerjaan selesai. Sehingga antara pihak penyedia jasa dengan 
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penerima jasa sama-sama sepakat dengan segala ketentuan yang 
dibuat. Namun, pemilik salon mengubah secara sepihak dan 
mengurangi atau memotong upah kerjanya dalam pengupahan jasa 




2. Nurul Mukharomah (2017) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 
Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad di Desa Adi Jaya 
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”. Penelitian 
ini merupakan penelitian mahasiswa Institut Agama Islam Negeri 
Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 
program studi muamalah. Penelitian ini menarik pada beberapa 
permasalahan, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah di 
awal akad. Pada kasus ini akad dilakukan oleh 2 pihak di mana pihak 
pertama sebagai orang yang memberikan upah (mua’jir) dan pihak 
kedua (musta’jir) sebagai penerima upah, dalam hal ini mua’jir 
menawarkan pekerjaan kepada musta’jir namun musta’jir meminta 
upah atas pekerjaan yang belum dikerjakan. Tentunya hal tersebut 
dapat merugikan salah satu pihak karena pekerjaan yang dilakukan 
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3. Umi Kholifatul Mahmudah (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan 
Sistem Piyak di Desa Pilang Kecamatan Randu Blatung Kabupaten 
Blora”. Penelitian ini merupakan penelitian mahasiswa Universitas 
Islam Negeri Walisongo, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 
program studi muamalah. Penelitian ini menarik pada beberapa 
permasalahan, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah pekerja setelah 
melakukan pengairan sawah dengan menggunakan sistem piyak. 
Dalam pengupahan, satu lahan sawah dibagi menjadi 4 hingga 5 piyak 
dengan satu piyak sebagai upah pembayaran. Tidak diketahui secara 
pasti besaran upah yang diterima satu piyak tersebut karena upah 
diterima pihak jasa pengairan berupa gabah yang berbeda ukuran dan 
kualitasnya. Ketidak pastian ukuran jumlah dan kualitas gabah yang 
menyebabkan besaran upah yang diterima tidak jelas.
102
 
Dari beberapa karya ilmiah yang ada, setelah dimengamati, kajian 
secara spesifik dan komprehensif terdapat persamaan dan perbedaan. 
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Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas masalah upah 
sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek permasalahan yang 
akan dibahas. 
Oleh karena itu, mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem 
Upah Profesi Wanita Penyusun Bola Billiard Berdasarkan Pada Koin 
(Studi di Hendri Billiard Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang 
Kabupaten Lampung Selatan) belum ada yang mengkajinya, sehingga 
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